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ABSTRAK

Halim Jawghari Alimin, Amir Muhiddin dan Rudi Hardi : Proses
Collaborative Governance dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai di Desa
Numana Kabupaten Wakatobi.
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PENDAHULUAN
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Wangi-Wangi, Kaledupa, emiliki potensi
sumber daya dan keanckaragaman hayati laut yang tinggi dan salah satu
diantaranya mempunyai terumbukarang yang masih terjaga kelestaniannya
hingga sekarang dan biota-biota lautnya banyak dan langkah. Wakatobi juga
termaksud segitiga karang duni. Masyarakat di desa numana pulau wangi-
wangi antusia menjaga ekosistem laut maupun pesisir pantainya dengan Balai
Taman Nasional Wakatobi. Maka dari itu apa bila laut dan pesisir pantai tidak
di jaga kelestariannya maka akan berdampak pada ekosistem laut dan abrasi

1




pantai, kama banyak para nelayan dan masyarakat yang tidak bertanggung

jawab dalam menjapa kelestanian pesisir panta:. Untuk ity agar ckosistem laut
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Kehutanan RI pada 2006, sekitar 70 persennya rusak.
Maka dan 1tu kadang air laut tidak pemah diam. air laut bergelombang di

permukaannya, kadang-kadang besar kadang-kadang kecil, tergantung pada

kecepatan angin dan kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya
makin besar gelombangnya, Gelombang mempunyai kemampuan untuk
mengikis pantai. Akibat pengikisan ini banyak pantai yang menjadi curam dan

terjal, Arsyad (2013). Tetapi kerusakan atan kerugian yang diakibatkan abrasi




pantai bisa diperkecil degan cara tetap menjaga kelestarian di sekitar pantai,

batk hutan mangrove maupun pasir pantaiya.
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dan yang paling berpengaruh terhadap kerusakan pantai adalah faktor manusia.
Penyebab terjadinya abrasi di pantai sebagian besar (diperkirakan lebih dari
90%) diakibatkan oleh adanya campur tangan manusia A. Hakam dkk (2013).
Sedangkan Fakior alam berjalan secara alami dan tidak akan terlalu membuat
banyak ker usakan jika saja tidak ada campur tangan manusia dalam

aktifitasnya.




Seringkali manusia melakukan sesuatu yang dianggapnya baik, namun
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tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijakan (spawing
ground) bagi ancka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro,
sedangkan fungsi ekonomis keperluan industri, dan penghasil bibit.

Pada dasamya, dimanapun tempat kita hidup dipermukaan bumi ini
berpotensi terhadap terjadinya bencana, akan tetapi hal tersebut dapat
diantisipasi jika kita mengetahui tentang resiko bencana dan juga jika kita bijak

terhadap lingkungan yang kita tinggali. Mengetahui jenis-jenis bencana dan




bagaiaman bencana itu terjadi serta tindakan apa yang harus dilakukan
sangatiah penting, agar kita terhindan dari kerugian, baik korban jiwa maupun
korban harta benda.

stakeholder dalam

Pemerintah menyadari Taman Nasional Wakatobi tidak hanya dapat
dikelola oleh pemerintah saja tetapi dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat
untuk mendukung program pemerintah dalam melestarikan sumber daya dan
lingkungannya sehingga program pemerintah itu dapat berjalan dengan baik.
Salah satu kerjasama vang dilakukan antar stakeholder adalah melalui forum

komunikasi. Forum komunikasi yang ada di Desa Numana Pulay Wangi-




wangi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terjadi selama ini. Akan
tetapi ditemukan persamaan dan perbedaan antara pemerintah (agen) dan non

pemerintah (aktor) sehingga perlu d kan penehitian. Tujuan penelitian

dan aktor yang berada di
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akibat dan manfaat. Haryono, N. (2012), Berbagai kerja sama antar pemangku.

Hal ini tentu saja sangat penting bagi peran pemerintah Kabupeten Wakatobi

memberikan pengetahuan tentang kelestarian  wilayah pesisir  kepada
masyarakat agar memiliki sudut pandang (mindset) pelestarian mangrove agar
terhindar dari abrasi pantai




Pengetahuan dimiliki masyarat sebelum kerusakan terjadi, agar suatu

vang berlebihan, sehingga kerusakan disekitar yang merasakan dampak buruk

dari pencemaran tersebut ialah masyarakat. Dan menjadi permasalahannya
sekarang adalah bagaimana cara mengatasi ataupun menanggulangi ketika
terjadi abrasi tersebut yang merupakan sesuatu yang scbenamya haraus
menjadi perhatian khusus untuk pemerintah dan bahkan menjadi salah satu hal

yang juga patut menjadi perhatian bersama.




Dalam sebuah kolaborasi pasti tidak akan berjalan sesuai yang diharapkan

Sulitnya menentukan waktu yang tepat karena banyaknya stakeholder yang

terlibat, menjalin komunikasih antar if$tansi tidaklah mudah, biasanya terjadi
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalshan yang akan
diungkapkan dalam penelitian im1 yaitu :
|. Bagaimana Proses Collaborast Governance dalam Mencegah

Terjadinya Abrasai Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi?




C. Tujuan Penelitian
bentuk Proses Colaborasi GovernangéhDalam Mencegah Terjadinya Abrasi

2>

lingkungan khususnya di deerah pesisir.
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Habibullah (2013), meneliti perbandingan program Kampung Siaga

Bencana Dan Desa Tangguh Bencana. Kesimpulan yang diambil adalah
Kampung Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana merupakan kebijakan
pemenintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas, Konsep
kampung dalam Kampung Siaga Bencana lebih menekankan pada branding
program dan bukan sebush konsep kampung sebagai wilayah; sedang pada
Desa menekankan pada konsep kewilayahan tentang Desa itu sendiri

10
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‘Sedangkan pada Desa Tangguh Bencana lebih menekankan pada upaya
peningkatan penanggulanpan bencana berbasis komunitas. Hal mi terbukti
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tapi mengalami kegagalan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan.
Akan tetapi. ia tidak putus asa dan mengajak tetangganya untuk menanam
pohon mangrove. Usahanya tidak sia-sia, lambat laun hasil tanggulnya tidak
tergerus gelombang. Akhirnya, gerakan penanaman pohon mangrove
serempak terjadi, baik secara sendiri maupun serempak.

Berdasar tinjauan pustaka, belum ada penelitian yang mengambil study
kasus Proses Collaborative Govermance Dalam Mencegh Terjadinya Abrasi




Pantai Di Desa Numana Kabupaten Wakatobi. Relevansi penelitian terdahulu

bagi penulis adalah sebagai bahan pemahaman tentang program bencana
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tepat untuk publik atau,masyarakat. Konsep ini menunujukkan bahwa dalam
penvelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemenntah dan aktor
privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatau yang terpisah
dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi

kepentingan masyarakat.
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Proses collaborative governance melalui beberapa tahapan. Morse and

Stephens (2012) membagt tahapan collaborative governance ke dalam 4

\
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3. Kesepakatan umum tentang masalah, atau rasa tujuan bersama),
dan
4. Rasa urgensi atau komitmen melaksanakan kolaborasi untuk
menciptakan solusi Morse & Stephen ( 2012)
imitiation dimana setelah jelas bahwa diperlukannya suatu kolaborasi,
maka tahap ini akan dilaksanakan dengan melibatkan, antara lain:
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“mengidentifikasi convener dan peran sponsor yang mungkin akan menjadi
sumber daya manusia dan sumber dana; dan mengumpulkan para pemangku

kepentingan untuk mengembangkan Kelompok kerja dalam process design™ |

komitmen kerjasama, mengevaluasi hasil dan mengelola kemitraan™ Morse &

Stephen, (2012)
Dalam penelitian ini, penelii menggunakan indikator proses
collaborative governance dari Anshell dan Gash (2007) yaitu:

|, Face to Face Dialogue (dialog/tatap muka),
2. Trust Building (Membangun Kepercayaan),

3. Commitment to Process (Komitmen Bersama),




4. Shared Understanding (Pemahaman Bersama),

5. Intermedite ontcome { Pencapaian hasil).

(Collaborative Governance adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau
lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung stakeholdersnon state
didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi
consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atan |

mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau

asset).
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Dapat kita ketahui bersama bahwa kerjasama adalah sebuah usaha yang

dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan

(2007). L
kecenderung
pengetahuan dan kapasitas institus: atau lembaga
Pendapat di atas menvatakan bahwa collahorative governance muncul

tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek, munculnya
collaborative governance dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institus:
untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan
tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu,
kolaborast juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dan suatu
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lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal
dan satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaboras:.
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maupun pembaca Dalam aspek studi mengenai llmu Pemenntahan sering
muncul istilah government dan governance, kedua istilah tersebut hampir
serupa namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain,
Konsep governance berangkat dan istilah government. Government
atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau
lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemenntah pada suatu negara.
Konsep government ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam




penyelenggaraan pemerintahan karaena hanya menekankan pada pemerintah
(lembaga/institusi pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal
penyelenggaraan pemerintah.
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Sementara Ulum dan Ngindana (2017) menyebutkan bahwa governance
mengindikasikan ‘disesiminasi otoritas’ dari single actor menjadi multi-aktor.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam konsep
governance, beberapa urusan-urusan publik yang sebelumnya dikelola oleh
actor tunggal yakmi pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor-aktor
lain seperti sektor swasta dan masyarakat Dengan adanya governance




menjadikan pemermtah tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemenntahaan dan urusan-urusan publik.
bahwa terdapat 3 aktor vang

aktor tersebut yakni pemerintah,

Abidin dkk (2013) memetl
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diambil dari pemenntah maupun pihak di luar pemerintah;

2. Governance mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung
jawab untuk mengatsi masalah sosial dan ekonomi,

3. Governgnce mengidentifikasi  keterkaitan  kekuatan  dalam

hubungan antara lembaga-lembaga vang terlibat dalam aksi

kolekuf’
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4. Covernance adalah mengenai jaringan aktor pemenntahan yang

olonom;
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menyiratkan bahwa seoranp aktor atau seorang individu, kelompok atau
organisasi melakukan kerja sama demi kepentingan bersama dan memiliki

ketentuan, syarat, dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi.
Terkait dengan teori kolaborasi ataw collahorative governance,
Emorson (2011) mengemukakan bahwa proses dan struktur dari pengembalian
kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan dengan melibatkan masyarakat,
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bersama yang sulit utunk bisa dirumuskan sendiri. Sementara (Mc Guire.2006)
menjelaskan bahwa dalam collaborative governance adalah konsep yang di

dalam management pemerintahan sebagai proses fasilitator dan pelaksanaan

25
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diambil suatu kesimpulan bahwa collahorative governance merupakan suatu
paradigma baru dalam pemerintahan, yang dimana masyarakat, sector
business, dan stakcholder lainnya yang dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan, pelaksa aan kebijakan, dan tata kelola pemerintahan secara umum.
Orientasi dari pelibatan tersebut merupakan upaya dalam menyelesaikan
masalah besar yang tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu pihak. Sehingga
orientasinya dalah keberhasilan dari kebijakan tersebut sesuai dengan cita-cita
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dan tujuan bersama. Sekalipun idealnya inisiatif dari kerja sama tersebut
datang darai pemenmtah,

Selanjutnya menurut (Ratner 2042) vang mengemukakan bahwa didalam

collaborative governance teg .r/\* susifase atau tiga tahapan kolaboras:
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pun  diskusi

akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan dan melakukan
diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi
permasalahan.

vang di kemukakan oleh (Goldsmith dan Donald, 2009) yaitu .

1. Networked Structure
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Networked Structure merupakan suatu keterkaitan antara satu

elemen dengan satu elemen yang lain secara bersama-sama

mencerminkan  unsur-uns isik dam  janingan vyang ditangani.
Kemudian, dalam pe
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salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerntahan
kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi

3. Trust Among The Participants

Trust Among the Participan merupakan hubungan professional
atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada
informasi-informas: atan vsaha-usaha dani stakeholder atan pemangku
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kepentingan lainnya dalam suatau jaringan untukmencapai tujuan

bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap stakeholder harus saling

percaya kama sebagai whuhung‘nn profesional yang terjalin

el ITTLEd 8l

1 luas. Jadi.
ane iela stima oleh masing-
masing stakeholder untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.
6 Distributive Amaur:mbﬂug: / Responsibility
Distributive Accountabiluty / Responsility merupakan penataan
pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder dan
berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota

jaringan serta berbagai tanggung jawab untuk mencapai hasil yang di

inginkan . jadi, dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian




tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing stakeholder (termasuk
masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusab kebijakan.

7 Information Sharing

' munculnya interpendensi antara

aktor atau organisai. Semkain besar interpendensi antara aktor atau
organisasi, baik secara verfical ataupun horizontal, maka semakin besar
kebutuhan untuk  berkolaborasi. Interpendensi kemudian mendorong
meningkatnya frekuensi dan intensitas kemudian antara organisasi yang
diejawantakan daoam keputusan dan tindakan yang dibuat bersama dan

dikerjakan secara koektif.
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Untuk memetahkan interpendensi tersebut, model kolaborasi
merupakan suatau citra mental yang mencoba menyerdehanakan

kompleksitas relasi dan interaksi_antara organisasi. Dalam penyederhanaan

tersebut diidentifikasi sej //\' sembentuk relasi dan interaksi
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Model ini didasarkan pada dua dimensi yaitu : aktifitas dan strategi.
Kedua dimensi ini menghasilkan enam kombinasi model kolaborasi
yaitu :

a. Jurisdiction-Based Model

Model ini dicirikan dengan aktivitas kolaborasi yang akitif
(dimensi vertikal) dan strategi kolaborasi yang bersifat

opurtunistik (dimensi horisontal). Dimensi lain sebagai dari




a7

pekerjaanmya sendiri. Sedangka horizontal menjelaskan proses
pembuatan kebijakn dan pengaturan (governance). Dalam
aransemen tersebut tidfak seorangpun memiliki power untuk

ain  karena masing-masing

N
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Model ini merupakan model moderat yang didasarkan pada
gagasan bahwa sejulah actor menguasai informasi dan keahlian
untuk mengontrol kebijakan yang kongsisten degan kepentingan
social yang banyak. Model ini melibatkan grantros dan grante
karen aktor-aktor dalam sistem kolaborasi. Selain tergantung
pada yang lainya. Ciri-ciri uatam model ini adalah kolaborasi

vertical-horizontal yang minimal.




e. Reactive Model

Model ini dicirikan dengan tidak adanya orientasi yang

dominan dalam stra aktivitas kolaborasi dan pendekatan
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sederhana dan paling umum yaitu interaksi orang dengan data

khususnya suatu conten.

b. Model solicition, model ini melibatkan permintaan dari
kumpulan kecil requestor data dan sejumlah tanggapan dari
responden

c. Model tim, model ini digunakan untuk memfasilitasi aktifitas

dari sebuah tim
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d. Model commubity, merupakan kolaborasi yang kurang umum
namun mapan. Digunakan untuk memfasilitasi aktifitas dalam

dalam hubungan atas bawah. Dimensi horizontal mencerminkan relasi
antara organisasi vang setara. Parmnership linkage  digambarkan
sebagai  blending (ramuan) relasi vertikal-horizontal sehingga
menghasilkan suatu pengaturan yang efekuf.

. Model Kolaborasi Ann Marie Thomson dan James L. Perry

(Ann Marie Thomson dan James L. Perry,2006) yang melalui

proses collaboratine dari negosiasi, komitmen dan pelaksanaan yang
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dinaingi oleh assessment. Dimana dalam operasionalnya negosiasi

berarti proses antara aktor yang akan terlibat di dalam collaboration.

Setelahterjadi negosiasi A- muncul komitmen dari masing-

pihak yang mendorong untuk dilakukannva kerjasama dan koordinasi dalam

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. Collaborative
Governance atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai
respon alas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi
terhadap regulasi (Ansell dan Gash.2007). Lebih positif lagi bahwa orang

mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari

perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga
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Pendapat di atas menyatakan bahwa collaborative governance muncul
tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya
dari aspek kebutuhan dari institusi

collaborative governance dapat dilib

untuk melakukan kerjasama®ant ena keterbatasan kemampuan

/ g sendini. Selain itu,
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permintaan akan kolaborasi.
E. Hambatan Collaborative Governance
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat
disimpulkan bahwa collahorative governance merupakan cara pengelolaan
pemerintah multiparntner vang melibatkan srakeholder baik secara langsung
maupun tidak langsung, beriorentasi consensus, dan terjadi musyawarah dalam

proses pengambilan keputusa kolektif, namun collaborative governance tidak
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hanya berupa institusi formal akan tetapi dapat berupa a way of behaving (cara
berprilaku/bersikap).

Menurut Ggovernnce of Canadap 2008 dalam Sudarmo, 2011 mengenani
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Disamping itu. mengapa kolaborasi gagal adalah masih dipertahankannya
pendekatan “top dow™ oleh karena itu pihak pemerintah ketik menjalin
kolaborasi dengan pihak lain, masih adamya dominasi dari pihak pemerintah
dan tidak menjalankan kesempatan berdasarkan mentalitas kerjasama dan
egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah
kolaborasi, juga kolaborasi gagal karna partisipasi dari kelompok kepentingan

atau stakeholder lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal
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uatama dan tidak diperlukan, tidak penting dan didominasi oleh kelompok
dominan/pihak pemerintah melalui pendekatan rop down Sudarmo, (2009),

Institusi-institusi. Terkait faki@minstitusi. kolaborasi bisa gagal karena
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Dengan kata lain, kolaborasi yang cenderung memiliki sifat spontanitas
(yang kadang tidak memerlukan aturan ketat secara formal dan kadangjuga
tidak perlu meningkatkan proses tradisional yang biasa dilakukan dalam
keseharian atau sesuai standard opratin procedure yang biasa terjadi dalam
organisasi publik yang mekanistik), tidak biasa menggantikan tujuan-tujuan
yang ditentukan secara terpusat dan kebutuhan-kebutuhan Negara demokrasi

pada umumnya. Akuntabilitas institusi-institusi publik (organisasi-organisasi




milik pemerintah) cenderung kaku, yakni hanya mengacu pada akuntabilitas
pada organisasi alau alasan saja, atau aturan yang berlaku saja, sehingga

akuntabilitas dalam konteks ini mepéKkankan pada responbilitas.
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Fakor lain yang bisa menjadi gaalnya sebuah kolaborasi adalah
perubahan kesepakatan dan perbedaan kepentingan antar stakeholder yang

terlibat. Kolaborasi bisa gagal dikarenakan adanya perubahan kesepakatan

yang telah disewjui diawal kesepakatan kerjasama dan muncul kepentingan
baru vang berbedbeda diantara stakeholder termasuk para pemimpinmasing-

masing kelompok. Sudarmo, (2009).




F. Abrasi Pantai

| Pengertian Abrasi

Sebelum kita membahas detang bencana alam abrasi, penting kita

ketahui bersama apakak /\ epiwut undang-undang No. 24 tahun
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sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang merusak dan
mengakibatkan banyak permasalahan yang ada di wilayah pesisir pantai
Desmond Ofosu Anim, (2013).

Terjadinya abrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Gentur
Handoyo.(2015) faktor-faktor penyebab perubahan garis pantai ada dua
macam yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami gelombag arus,

angin, sendimentasi. pasang surut, dil. Sedangkan faktor manusia meliputu
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pengalian, penimbung, reklamasi pantai, dll. Faktor abrasi bisa akibat dari

faktor manusia yang tidak bertanggung jawab, tetapi faktor alam juga ikut

menjadikan pengaruh terjadinya dampak abrasi, yang dimana faktor alam

Gambar 2.1. Abrasi Pantai Akibat Hantaman Gelombang
Maksud dari gambar diatas, menggambarakan tentang proses terjadian
pengikisan abrasi pantai dari hantaman gelombang, pada saat badai datang dimana

terjadi gelombang air laut. Hal ini dikarena gelombang dan angin, pantai dapat




mengalami abrasi atau erosi, Perhatikan pada gambar 2.1 (1) pada profil ini

menerankan bahwa belum terjadi abrasi pantai, (2) pada profil selanjutnya sudah

mulai terjadi pengikisan pantai , (3) pada profil selanjutnva bentuk garis pantai
sudah mulai terjal, (4) pada profil ini sudah sangat parah karena bentuknya sudah

Pantai merupakan gambaran nyata interaksi dinamis antara air, angin
dan material (tanah). Angin dan air bergerak membawa material tanah dari
satu  tempat ke tempat lain, mengikis tanah dan kemudian
mengendapkannya lagi di daerah lain secara terus-menerus. Dengan

kejadian ini menyebabkan terjadinya perubahan paris pantai. Dalam kondisi
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normal, pantai selalu bisa menahan gelombang dan mempunyai pertahanan
alami untuk melindungi diri dari serangan arus dan gelombang. Daerah

pantai sering juga disebut daerah pesisir atau wilayah pesisir.Daerah pantai
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peningkatan. Naiknya permukaan air laut ini disebabkan mencaimya es di
daerah kutub akibat pemanasan global.

Menurut Muhammad Arsyad (2012) menyatakan: abrasi tentu sangat
berdampak terhadap kehidupan. Padaumumnya abrasi lebih banyak
memiliki dampak negative dibandingkan dampak positif. Dampak negatif

vang dihasilkan dari abrasi juga sangat merugikan lingkungankhususnya
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manusia. Berikut ini akan dipaparkan bukti bukti kerugian vang diakibatkan
abrasi.

1) Air  laut  tidak pe diam. Air laut bergelombang di

sedikit banyak akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia
karena secara otomatisdevisa negara dari sektor pariwisata akan
mengalami penurunan. Selain itu, sarana pariwisata seperti
hotel,restoran, dan juga kafe-kafe yang terdapat di areal pantai juga
akan mengalami kerusakan vang akanmengakibatkan kerugian

material yang tidak sedikit.




6) Pemukiman penduduk yang berada di areal pantai akankehilangan
tempat tinggalnya akibat rumah mereka terkena dampak dari
abrasi.

7) Kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan luas pulau-pulau di

Indonesia banyak yang akan berkurangdan banyak pulau yang akan

kembali seperti semula. Dikarenakan tanah yang sudah terkisis oleh air atau
ombak laut. Dampak ini juga akan mengakibatkan mata pencarian

-----

masyarakat seperti nelayan akan tergangu. Jika dampak ini tidak segera di
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tanggulangi akan berakibat sangat parah untuk habitat perairan maupun

masyarakat yang tinggal disekitar pinggiran pantai,

regulasi-regulasi yang sifarnya mengikat. Hal ini menjadi penting dan layak

menjadi keprihatinan, karena kenapa bahwa bahaya atau kerugian yang
disebabkan abrasi pantai bisa sangat besar dan mengenai ke hidupan
manusia dan alam. Jadi, dengan melakukan tindakan pencegahan abrasi
pantai, kita bisa menyelamatkan habitat perairan pantai. Jika masalah abrasi
ini tidak segera ditanggulangi, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa

tahun ke depan luas pulau-pulau di Indonesia banyak yang akan berkurang




42

Maka dari itu kita juga bisa melakukan sejumlah langkah untuk
meminimalisir akibat dari abrasi, Sedia payung sebelum hujan. Setidaknya

pepatah ini dapat kita gunakan utuk meminimalisir terjadinya abrasi.

-
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2. Melestarikan tanaman bakauw/mangrove
fungsi dari tanaman bakau yaitu untuk mengurangi akibat
bencana tsunami, Membantu menahan juga menyerap tiupan angin
laut yang cukup kencang, Sebagai salah satu sumber oksigen bagi
makhluk hidup, untuk memecah gelombang yang menerjang
pantai dan memperkokoh daratan pantai, selain mempertahankan




pantai, mangrove juga berfungsi sebagai tempat berkembangbiakan

ikan dan kepiting.
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Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasikan kendala ataupun potensi
yang ada, sehingga dapat merumuskan suatu Proses Collaborative Governance
. sebagai cara untuk mengatasi atau setidaknya Dalam Mencegah Terjadinya
Abrasi Pantai i Desa Numana Kabupaten Wakatobi dengan imi dapat
memberikan harapan vang berkelanjutan demi kelangsungan ekosistem laut

maupun untuk para generasi yang akan datang agar dapat merasakan.




Berikut merupakan kerangka pemikiran rencana penclitian dengan alur
e e

tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang berkaitan dari rumusan
masalah adalah Collaborative Governance Dalam Mencegah Terjadinya
Abrasi Pantai di Kabupaten Wakatobi, yang dimana fokus penelitian ini
menfokuskan 5 indikator vaitu: face to face dialog, trust building. commitment

to process. shared understanding, dan intermedia outcome




I. Deskripsi Fokus Penelitian
Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi deskripsi dalam fokus
penelitian yang dijelaskan sebagai

Feall  ITc

governance. Pemangku kepentingan ingin berpartisipasi untuk
mengamankan legitimasi dalam memenuhi kewajiban hukum,
Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan
tawar menawar itikad baik untuk saling nmngmnmgkan cara
terbaik mencapai kebijakan yang diinginkan dan membutuhkan
kesediaan untuk melaksanakan musyawarah.




. Shared Understanding (Pemahaman Bersama),
Pemahaman atas keputusan bersama menyiratkan persetujuan

definisi masalah berafi)persetujuan tentang pengetahuan yang

elika

Z
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METODE PENELITIAN

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari
fenomena yang terjadi.
B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menagkap
feenomena atau pristiwa yang sebenamya terjadi dari objek yang diteliti dalam
rangka mendapatkan data-dat penelitian yang akurat. Penentuan lokasi

penelittian cara vang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan sbtantif

47




dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian, sebagai pertimbangan

dalam menentukan lokasi penelitian,

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumbernya. Sumber penelitian primer secara

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan
penelitian mengenai proses collaborasi governance dalam mencegh
terjadinya abrasi pantai serta data-data lain yang dibutuhkan untuk

melengkapi skripsi




b. Data Sekunder

45

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langs

melalui media perantara berupa buku,

s

2. | Eka Wulandann | EW ngkungan l-hdup Dan | orang
Kehutanan
? Kaur. Umum Kementrian
3 S“"g g‘;‘am' SA | Lingkungan Hidup Dan I orang
4. Ruimu R Kepala Desa 1 orang
5. Smg _g:ssal- SA Kasi Pemerintahan Desa 1 orang
6. | LaHerman LH Masyarakat I orang
7: La Irmawan Ll Masyarakat | orang
Total informan 7 orang

Sumber : Informan peneliti di Desa Numana Kabupaten Wakatobi




E. Tekink Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk digunakan sebagai bieri

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara

terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa
perlanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah
disusun.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik yang di gunakan untuk melengkapi data
dalam rangkaian analisis masalah penelitian. Data ini menyangkut hasil
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observasi vang di amati. Data ini biasa berbentuk buku-buku, majalah ,

gambar misalnya foto, dan laporan tertulis dari suatu pristiwa yang

isinya terdiri atas satu penje atau perkiraan pristiwa tersebut, dan
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disusen lebih sistematis, sehingga data dapat memberikan gambaran
vang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti
dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
b. Penyajian Data
Penyajian data, agar dapat melihat gambaran keseluruhan data atau
bagian-bagian tertentu dari penefitian. Dengan demikian peneliti dapat
menguasai data lebih mudah kebenarannya dengan cara memperolah
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data itu dari sumber data lain, misalnya dan pthak kedua, ketiga, dan

seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda-beda.
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saling berhubungan antara tahapan satu dan tahapan lainnya.
G. Pengabsahan Data
Pemeriksaan pengabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka
pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan dilapangan.
Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk menguji keabsahan data
dalam penelitian ini adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut (Sugiyono,

2014) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan




berbagai cara dan waktu. Terdapat 3 (tiga) triangulasi menurut Sugiyono yaitu
sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

waktu atau situasi vang berbeda.
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luas perairan (laut) + 18.377 km2 atau sebesar 97,00 persen dari luas
Kabupaten Wakatobi. Atas dasar kondisi tersebut, maka potensi sektor

perikanan dan kelautan serta sektor pariwisala berbasis wisata laut/bahari

menjadi  sektor

Kaledupa Selatan 10 - 58,50 7.11
Tomia 8 F 47,10 5,72
Tomia Timur 5 4 67,90 8,25
Binongko 5 4 93,10 11,31
Togo Binongko 3 2 62,90 7,64
Total 75 25 823,00 100,00

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2011
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Kemudian, Wilayah Kabupaten Wakatobi diapit oleh beberapa

perairan laut, diantaranya Buton, Laut Banda dan Laut Flores. Dengan

Flores Sea RS

Gambar 4.1 Balas wilayah administrasi Kabupaten Wakatobi
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bersama atau berbagi pengertian agar tidak putus komuniksi atau
infrmasi sehingga apabila ada keluhan dari masyarakata maka pihak

pemerintah bekerja keras agatiekosistem laut maupun darat bisa dijaga
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berkolaborasi sangal penting, karna agar masyarakat bisa paham

tentang bahanya dari abrasi pantai tersebut apabila kita tidak menjaga
dan tidak bisa merawat atau melindungi lingkungan maka cepat atau
lambat kerusakan yang dibuat oleh ulah masyarakat akan datang. maka
dari itu perlunya pahaman bersama.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan masyasrakat L1

sebagai berikut:




“Dalam memahami sangat diperlukan dalam pelaksanaan menjaga
dan melindungi lingkungan agar pihak bisa memahami tugas dan
fungsinya, rnaksudnya agar segain pemangku kepentingan tahu

74
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salah satunya dengan tindakan pembersihan agar dampak dari abrasi
pantai bisa diminimalisir dampak kerusakan kepada masyarakat pesisir.

Berikut ini hasil kutipan wawancara dari § selaku kepala reson
wangi-wangi sebagai berikut :

“Sebenarnya untuk melakukan tindakan dalam menjaga
lingkungan agar terhindar dari dampak abrasi itu merupakan
kewajiban bagi  masyarakat yang biasanya lalai dalam
memanfaatkan SDA itu sendiri, jadi kita kembalikan kepada
masyarakat pesisir dalam tugas kami hanya mengarahkan dan
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memberikan gambaran dari dampak abrasi apa bila terjadi”.( hasil
wawancara penulis dengan S, 28 September 2020).

Sehingga berdasarkan pemaparan yang disampaikan diatas dapat
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bahwa dalam menyikapi sebelum terjadinya abrasi maka masyarakat
bisa sadar dan memanfaatkan SDA dengan baik dan di Desa Numana
‘masih aman-aman saja dalam memanfaatkan SDA.

Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat LH sebagai berikut :

* lya, dalam memanfaatkan SDA yang ada di Kabupaten Wakatobi
ini khususnya di Desa Numana dalam mencari kebutuhan untuk
kebutuhan kami itu kami selalu mencari dikebun, kan kami juga
diberikan arahan untuk sebaik-baiknya kita perlu menjaga
ckosistem yang ada dilaut atau pun dipsisir terkhususnya




mangrove karena manfaatnya sangat banyak untuk kami sebagai
masyarakat” (hasil wawancara peneliti kepada LH, 23 September
2020)
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terjadinya abrasi ini pemerintah dan masyarakat, jadi swasta tidak terdapat
dalam wawarncara ksli ini.

Wakatobi adalah kumpulan dari beberapa pulau diantaranya pulau
Wangi-wangi, pulau Kaledupa, pulau Tomia dan terakhir pulau Binongko
dan pulau terakhir ini ada keistimewsanya yaitu pulau pandai besi.
Wakatobi memiliki beberapa potensi sumber daya dan keanekaragaman
hayati laut yang tinggi dan salah satu diantaranya mempunyai terumbu

karang vang masih terjaga kelestariannya hingga sekarang serta biota-biota




lautnya banyak dan langkah. Wakatobi jug a termaksud segitiga karang

dunia.

Pada pembahasan kali ini collaborative gavernance dalam mencegah

terjadinya abrasi pantai di Desa Numana Kabupaten Wakatobi tidaka akan
bisa berjalan apa bila dalam kegiatan tersebut masih saling ketergantungan,
maka dari itu pentingnya berkolaborasi dalam meminimalisir kerusakan
terjadi yvang disebabkan abrasi patai. Dalam penelitian ini menggunakan
indicator proses collaborative governance dalam mencegah terjadinga

abrasi pantai di Desa Numana dari Ansehell dan Gash (2007) vaitu -




1. Face to Face ( dialog/ tatap muka)

Pada indkator ini merupakan salah satu tahap kolaborasi

Nl
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S oz N2

masalah abrasi pantai yaitu dari Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, agar ingkat kewaspadaan masyarakat tetap terjaga dan
dalam pertemuan dialog tatap muka ini  juga dihadin
kantibnas,babinsa dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat Hal m
merupakan  salah  satu  tindakan vang kofisiean uniuk

mengumpulkan stakeholder untuk mewaspadai bahaya dan abrasi
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pantai yang bertujuan untuk menjalin kerjasama pemerintah Desa

Numana dengan instansi vang mengenai abrasi pantai.

dikatan sebagai penerapan fungsi manajemen vyaitu fungsi

pelaksana. Pada fungsi pelaksana imi lebith menekankan kepada
kegiatan yang berhungungan langsung dengan orang yang terlibat,
dengan adanva fungst ini diupayakan agar apa vang telah dibuat
dalam scbuah proses perencanaan dapat menjadi kenyataan melalw
berbagai upaya yang dilaksanakan secara optimal sehingga dapat

terwujudnya tujuan dan sebuah orgamsast vang dingin dicapai
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saling mempercayai  dalam membangn kerjasama semua pihak
vang berada dalam collaborative governance mempercayi antara

masmg-masing stakehglder untuk membenikan masukan agar

sangat penting artinya
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keraguan didalamnya ketika didalam kerjasama ada keraguam
didalamnya maka kolaborasi im tidak akan benalan sesua dengan
tjuan dan akan berdampak kerusakan.

Dalam membangun kerjasam sangat diperlukan dalam
penjagaan lingkungan yang rawan terkena abrasi, maka perlu
adanva penanaman 1000 pohon mangrove dan Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan melibatkan masyarakat
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Karena manfaat mangrove sangat penting bagi pesisir dan funngsi

dan mangrove untuk mengurangi laju arus laut dan juga berfungsi
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kehidupan masvarakat pesisir.

Dapat diketahui dalam membangun komitmen harus
ditanamkan dalam prinsip Collaborative Governace baik itu dan
awal maupun sampai degan tahapan untuk menjaga agar tujuan dan
sebuah program itu dapat tercapai sesual dengan matangnya
persiapan, perencanaan dan pelaksanaan menjadi sebuah prinsip

utama agar dalam berkomitmen setiap stakeholder bersungguh




agar mencapai tujuan yg dimginkan agar dampak dari abrasi pantai
bisa diminimalisir.

bukanlah hal yang sangat muda, perlu adanyan rasa langgung

Jawab vang besar terhadap menjaga lingkungan agar pihak vang
terlibat dapat berkomitmen terhadap tugas dan fungsinya masing-
masing.
4. Shared Understanding (pemahaman bersama)
Berbagi pengertian adalah proses saling  berbagi

pemahaman dalam berkolaborasi kerjasama mengenai apa yang
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dapat mereka capai sebagai misi bersama dan tujuan bersama.
Semua prhak yang terkait atau berada dalam ruang lingkup system

Collaborative CGoverng harus saling memahami antara satu

itu berjalan dengan baik. Sehingga pemerintah dan masyarakat

yang terlibat itu agar mampu memahami dengan baik sehingga
twjuan 1ty bisa dicapai dengan baik. Sikap saling memahami
sangatlah diperlukan agar mampu untuk menutupi keterbtasan dan
kekurangan.

3. Intermedia Ouicome ( pencapaian hasil)
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Penerapakan indicator kolaborasi mengenai pencapaian
hasil, ini maksudnya untuk mengembalikan kondisi ligkungan yang

8 V) 7w\

‘*8’0

v

v

dan dalam Kementnan Lingkungn Hidup dan Kehutanan
mengarahakan dan memberikan wawasan bahwa dampak dan
abrasi itu sangat beresiko fatal yang bisa merusak pemukiman
secara permanen.

Dalam menyikapi dan meminimalisir kerusakan lingkungan
yang dapat memicu terjadinya abrasi tentu saja kita harus

mengembalikan ekosistem seperti semula dengan menanam




kembali mangrove apabila mangrove dirusak, kebanyakan

masyarakat menggambil untuk kayu bakar akan tetapi didesa
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saran alau masukan sebagai beriku
1. Dalam pelaksanaan diharapkan pada pelaku stakeholder untuk
bekerjasama dengan baik lagi agar kerusakan tidak berlanjut sampa
kegenerasi vang akan datang.
2 Dalam pelaksanaan perlu meningkatkan pola komunikasi dan
koordinast dengan stakeholder secara instensif melalui pemberian

kegiatan pengarahan dan pembinaan kepada masyarakat serta

S8




mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi dalam melaporkan
keluhan dan peduli terhadap permasalahan lingkungan sekitar.
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Foto pelestarian Ekosistem Mangrove
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Foto dengan informan di Desa dan Mentri lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Foto Hegiatanrl’atruli Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis, Halim Jauhari Alimin nama panggilan
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ini akan mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dengan menyusun karya ilmiah dengan “Proses Collaborative Governance
Dalam Mencegah Terjadinya Abrasi Pantai Antai Di Desa Numana

Kabupaten Wakatobi.
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Selanjutnya Kabupaten Wakatobi saat pertama kali terbentuk,

Wakatobi hanya terdiri dari 5 ( lima ) kecamatan saja yaitu Kecamatan

z 4
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bukan hanya dijaluri pelayaran kawasan Timur dan Barat saja dan juga
berada pada kawasan yang sangat potensial karena diapit oleh Laut Banda
dan Laut Flores. Selanjutnya Kabupaten Wakatobi berada pada Pusat Segi
Tiga Karang Dunia (Coral Tri-angle Center) vang meiipui 6 negara,
diantaranya : Indoneisa, Malaysia, Philipina, Papua New Gine, Solomom

island, dan Timor Leste. Posisi Kabupaten Wakatobi pada
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Panggulu Belo dan ja

Tomia juga tersedia Bandara Udara Maranggo. Pada Bandara Udara
Maranggo khusus transportasi untuk wisatawan dari Bali dan Singapura.
Kemudian transportasi laut antar pulau Kabupaten Wakatobi cukup lancar.
Akses dari ibukota Kabupaten Wakatobi (Wangi-wangi) ke Pulau
Kaledupa dan Binongko tersedia setiap harinya dengan armada kapal cepat
(speed boat).
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Corak Budaya Kabupaten Wakatobi diambil oleh masyarakat yang
homogen tersebar diempat palau Kabupaten Wakatobi, yaitu Pulau Wangi-

Wangi, Kaledupa, Tomia, dan#inongko. Kebudayaan di keempat pulau

ama, misalnya tradisi Karia’a (
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Adat istiadat di masyarakat Kabupaten Wakatobi, secara garis
besar ada dua adat istiadat yang berlaku yakni adat istiadat terkait dengan
urusan hidup misalnya perkawinan, sunatan dan lain sebagainya; serta adat
istiadat terkait dengan urusan kematian.Adat istiadat tersebut diantaranva
adalah  Karia’, Lapambai/ Sasa, Poasa-asa Pohamba-hamba,
Wakkadopidopi, Paislamu, Sombo dan lain sebagainya. Dikalangan
masyarakat Kabupaten Wakatobi masih terdapat ritus-ritus yang masih

dilaksanakan. Ritus di masyarakat Kabupaten Wakatobi sangat




menjungjung nilai kearifan lokal, hidup selaras dengan alam. Rits

tersebut diantaranya adalah Bangka Mbule-Mbule, Haddad, Hekombi,

Kabuenga. Padongka, Pesta Bajo. tradisi ande- ande, tradisi duata

)
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Wakatobi juga merupakan nama kawasan taman nasional yang
ditetapkan pada tahun 1996, dengan total area 1,39 juta ha, menyangkut
keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang; yang menempati
salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia.

Komoditi unggulan Kabupaten Wakatobi vaitu sektor perkebunan,
pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan komoditi unggulannya adalah

Kakao, Kopi, kelapa, Cengkeh, Jambu Mete, dan Pala. Sub sektor
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Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi Kayu. sub

sektor jasa yaitu Pariwisata

2. Gambaran Umum Desa Nainar

o

Sebelum kita menuju visi dan misi tersebut didesa numan. Desa
Numana mempunyai Motto “NUMANA" dengan makna sebagai berikut :
% Nyaman yang bermakna untuk menciptakan Desa Numana yang
nayaman, terkikis dari issue-issue negative sebagai sarang
penvamun, sehingga pada masa mendatang kita berupaya untuk

berbenah diri untuk menjaga Desa Melalui kegiatan gotong
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royong menjaga keamanan lingkungan dalam Desa. Disilah kita

membangun Pos keamana sekaligus sebagai pos informasi desa.

% Unik yang bermakna bahwa Desa Numana merupakan desa

partisipasi aktif warga Desa dalam membangun sangat di
harapkan untuk kemajuan yang di maksud. Olehnya itu Kritik,
saran dan ide serta gagasan yang konstruktif sangat di harapkan

dalam mencapai Visi Desa terlebih Visi Kabupaten, Propinsi dan

Nasional.
% Asri di maknai Aman, Sejuk, Rapi dan Indah. Sesuatu yang

menjadi dambaan dan tujuan hidup baik dalam Rumah tangga
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terlebih pada unit yang lebih besar baik Rumah tangga Desa.

Daerah bahkan Nasional sekalipun. Hal ini juga yang menjadi

ta mulai dari Tingkat Dasa

i |

q

Selatan Kabupaten Wakatobi

Visi

Adapun visi dari desa numana dimana merupakan wujud atau
hentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan
Terbangunnya Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih

guna mewujudkan Desa Numana yang Nyaman, Unik, Maju, Asri

dan Nuansa Agama.




Adapun misi Desa Numana sebagai perangkat daerah

2. Pengoptimalisasian tugas, wewenang serta fungsi struktural

pemerintah desa untuk pelayanan yang efektif dan efisien.
3. Pengoptimalisasian pendapatan desa sesuai kebutuhan masyarakat
numana.
b. Bidang Pendidikan dan Keagamaan
1. Membantu mensukseskan Program Pemerintah untuk mengurangi

anak putus sekolah dan buta aksara;
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2. Mengadakan dan meningkatkan sarana dan prasarana mesjid dan

perangkatnya.
3. Membangun mitra kegja terhadap lembaga-lembaga pendidikan
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2. Mengupayakan pembangunan dan perbaikan fasilitas sarana dan
prasaranaolahraga yang ada di desa Numana,

3. Menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat
seperti kerja bakti, dll;

e. Bidang Katibmas

I. Mengadakan Pos Keamanan dan Informasi Desa secara bertahap;




2. Mengadakan tenaga Kamtibmas Desa di setiap Pos Keamanan

dan Informasi Desa secara bertahap.

\
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- Utara : Laut Banda dan Kabupaten Buton
- Selatan : Laut Flores

- Timur : Laut Bada

- Barat  :Laut Flores dan Kabupaten Buton

Visi Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi




“ Taman Nasional Wakatobi Sebagai Destinasi Ekosistem Bahari

Unggulan di Dunia

A
A1As

",

/

mtap yang memiliki

SDM vyang professional, sarpras yang memadai, system
pengelolaan adaptif dan didukung pendanaan berkelanjutan
Kegiatan Balai Taman Nasional Wakatobi
» Patroli Pengamanan Kawasan
Kegiatan patrol yang dilakukan untuk memastikan tidak ada
kegiatan ekstraksi sumberdaya yang tidak ramah lingkungan

» Patrol Bersama Masyarakat Mitra Polhut(MMP)




Kegiatan patroli yang melibatkan masyarakat sebagai

penggunaan langsung sumberdaya untuk sam-sama menjaga

mangrove ikutan. Luas tegakan mangrove di TNW sekitar
1.131 Ha. Dengan tegakan terluas terdapat dipulau kaledupa
Terumbu Karang

Memiliki luas terumbu karang seluas 54,500 Ha. Memiliki 396
spesies karang Scleractinia hermatipic vang terbagi dalam 68

genus dan 15 famili. Satu tambahan sebanyak 10 sepesies dari




spesies karang keras non scleractinia atau ahermatipic dan 28

geneta karang lunak

# Burung Pantai dan/atau Laut

-

Teridentifikasi 11 jenis cetacean di kawasan TNW, 11 jenis
cetacean terdiri dari 6 jenis pausdan 5 jenis lumba-lumba

Ikan Ekonomis Penting

Ikan tangkapan nelayan yang menjadi sasaran dipantai
(herbivore fish). ikan karang dan ikan lau dalam (ikan pelagis).

Termaksud dalam kategori monitoring (beberapa ikan karang)

dan ikan pelagis (seperti tuna,cakalang)
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi
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Sunber : Balai Taman Nasioanal W akatob:

Proses Collaburative Governance Dualam Mencegsh Abrasi Pantai Di
Desa Numana Kabuparen Wakatobi

Sranko dalam Sudarmo (2015) mengemukakan bahwa dalam
collaborative governance terdapat nstitusi yang mendorong interaksi di
antara aktor-aktor organisasi pemerintah dan aktor-aktor organisasi non
pemerintah tanpa adanya dominasi dalam mendefinisikan masalah,
menentukan tujuan, dan metode implementasi. Kolaborasi diperlukan untuk
memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi
meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah,
organisasi, dan batas sektoral. Dalam Collaboratife Governance ada beberapa

aspek vyang harus di perhatikan untuk menunjang keberhasilan sebuah
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program yaitu : Face to face dialog (Dialog tatap muka), Trust

Buildigimembangun kepercayaan), Comitmen fo proces(komitmen bersama),
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Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berikutini hasil wawancara terkait tentang proses Collaborative
Governance dalam mencegah abrasi pantai di desa numana kabupaten

wakatobi diantaranya sebagai berikut :
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1. Face to face dialog (dialog tatap muka)

Pada indkator ini merupakan salah satu tahap kolaborasi yaitu

j
<)

Dapat kita ketahui bahwa dari kutipan wawancara diatas dengan
informan pemerintah bapak RM selaku dari kepala Desa dalam hal ini
dengan dialog tatap muka mengenai bahanya dampak dari abrasi bagi
masyarakat disekilar pesisir pantai atau laut selalu melaksanakan
sosialisasi dengan Balai Taman Nasioanal Wakatobi dari Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka agar tetap waspada




terhadap abrasi pamai dan menjaga lingkungan dan dihadiri juga
beberapa tokoh-tokoh masyarakat.

Disamping itu hal /serupa oleh wawancara dengan Kasi

pemerintahan */\
o s ompren

pakan hal yang penting
fiuan ini nantinya

¢
L

e
EF S

menyadarkan dan meningkkatkan pengetahuan kepada masyarakat agar

memanfaatkan SDA sebaik-baiknya dan kegiatan dalam pertemuan ada

setiap bulan dan tahun.
Berikut hasil kutipan wawancara dengan Balai Taman Nasional

yang mengenai indikator tatap muka, bapak S selaku Kepala Resort

wangi-wangi :
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“Dalam dialog tatap muka kami dari kementrian sering melakukan
pertemuan didesa dengan masyarakt memberikan pengetahuan
dan bimbingan agar menjaga lingkungan dan merawatnya
termaksuk pohon magrove agar tetap selalu dilindungi dan
dimanfaatkan dan_gpa bila tidak menjaga lingkungan maka
masyarakal _yafg an dampak dari abrasi i
endiri 28 september 2020)

masyarakat diwanwancara dengan IM mengenai indicator dialog tatap

muka:

“Iya kami sering mendapat undangan untuk mengikuti rapat yang
diadakan ditempat kantor desa dan Kita juga sebagal masyarakat
karena kita dapat memberikan saran kepada pemerintah mengenai
pentingnya mencegah abrasi pantai apa lagi mengurangi
kerusakan yang terjad”. (hasil wawancara informan M, 23
september 2020).

Dari pernyataan diatas tettang dialog tatap muka dapat

disimpulkan bahwa sejatinya sangat penting dalam collaborative




governance yang dimana pertemuan adalah wadah untk menyatukan

sebuah pendapat, didalm sebuah musyawarah hal utamanya adalah

Berikut ini penulis dengan S selaku Kepala Resort Wangi-wangi

terkait dengan membangun kepercayasan dalam collaborarive

governance diantaranya sebagai berikut :

"Saya kira dalam membangun kepercayaan itu sangat penting
artinya mercka harus tau bagaimana proses membangun
kepercayaan antara sfakeholder dengan memberikan pengarahan
mengenai abrasi, karena sudah terjadi abrasi di Wakatobi ini,
maka dalam Kerjasama ini Kita melibatkan langsung masyarakal
itu sendiri apa lagi ini menyangkut keselamatan manusia”(hasil
wawancara S 28 september 2020)
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Berdasarkan hasil wawncara peneliti dapat disimpulkan bhwa dari

pernyataan diatas tersebt yang yr.lah dilakuakn peneliti dapat diketahui

bahwa mengenai

\\ “"'n //
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Dari hasil wawancara penulis d

Umum untuk tentang Proses Collaborative Governace dalam
Pencegahan Abrasi Pantai di Desa Numana dalam hal ini membangun
kepercayaaan dalam program ini dengan menjalin komunikasi yang
insten terhadap semua pihak, komunikasi dilakukan sa]ing_ berkendinasi
terhadap semua pihak terkait dalam apa yang telah tercapai dan apa
yang menjadi kendala dilapang dalam menjaga lingkungan agar tidak
berdampak pada kerusakan.




Dan berikut wawancara penulis dengan S selaku kepala Resort

Wango-wangi mengenai membangun kepercayaan:

percayaan dalam kerjasama dalam
: 'meﬁrliah memberikan wewenang

o5 ¢.“ =
/// e N

////'lqiw\\\\

kerjasama itu penting akan tetapi apabila yang melakukan kerjasama
dalam hal ini pemerintah dan masyarakat tidak harmonis yang tidak
saling percaya maka kerjasama tidak akan berjalan sesuai apa yang kita
harapkan maksudnya tidak berjalan baik.

Berikut wawancara penulis dengan R selaku Kepala Desa
mengenai dimensi membangun kepercayaan sebagai berikut :

“Dalam hal membangun kepercayaan pentingnya dalam
komunikasi terhadap pihak terlibat dalam sebuah program agar
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tingkat kewaspadaan terhadap abrasi pantai ini bisa
dimaksimalkan, hal ini dilakukan agar kepercayaan dari semua
elemen stakeholder bisa berjalan lancar " (hasil wawancara
dengan R, 21 septembe

L e
S

/’7’)/,,,%;;9%;\\\;
N Z2 AW
\\

huruk yang bisa saja dlhmlkan dari pem:emaran tersebut”.( hasil
wawancara dengan LH, 23 september 2020)

Dari hasil kuitpan wawancara diatasan dapat disimplkan bahwa
dalam kerjasama bersama pemerintah dan membangun kepercayaan itu
sangatlah penting akan tetapi dalam peraturan mengenai larangan
masih belum ada dan kadang masyarakat dalam memanfaat SDA yang

akan berdampak buruk yang bisa saja dihasilkan memicunya terjadi

abrasi pantai tersebut,
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Dalam hal ini kegiatan yang membangun kepercayaan adalah cepat
tanggap dalam menangani problema seperti adanya penggalian pasir
kerusakan terumbu karang dan

secara illegal yang

membuat air laut m
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.,,,, t‘ i\ yan S selaku

ka:ru bertujuan memberikan pﬁla}fanan siap siaga dalam
melakukan  Kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan
sesuai pedoman dalam visi misi”. (hasil wawancara dengan §, 28
September 2020)

Dari penjelasan diatas dengan S bahwa dapat kita ketahui
komitmen dalam scbuah proses harus ada kepa demikian kareana

berkomitmen memberikan pelayanan itu dapat membuat program

tersebut berjalan sesuai dengan visi misi dengan tidak kenal kata




menyerah dengan situasi dan kondisi apapun dengan bertujuan
memberikan pelayanan kepada masyarakat
Berikut wawancara perilis dengan EK selaku Staf Balai Taman
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egah abrasi itu dengan

Sedangkan dari hasil wawancara penulis kepada R selaku kepala

Desa Numana sebagai berikut:

“Dalam berkomitmen untuk menguatkan kesadaran masyarakat
agar wilayah kami bisa lebih nyaman dan lebih aman dari
pengaruh abrasi, salah satu bentuk komitmen kami dengan betul-
betul mnegajarkan agar mari bersama-sma menjaga dan
melindungi  lingkungan agar kerusakan yang  dibuar  oleh
masyarakat vyang bisa menyebabkan abrasi pantai tidak
berdampak buruk nantinya, maksudnya tidak begitu parah akan
merusak pemukiman yang berada dekat dengan pantai”.(hasil
wawancara penulis dengan R, 21 September 2020).
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Dari hasil wawancara diatas dapat dismipulkan bahwa bentuk

komitmen dari Kepalada Desa Numana sendiri dalam meningkatkan
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didarat maupun laut agar nantinya dampak dari abrasi pantai tidak
mengakibatkan kerusakan parah sampai kepemukiman.
Berikut ini wawancara penulis dengan LH selalku masyarakat
sebagai berikut:
*Kami dari pihak masyarakat ikut andil bertanggung jawab dalam
menjaga lingkungan,misalnya menjaga atau melindungi hutan

mangrove,jangan menmbang pasir secara berlebihan, jangan
membuang sampak dilaut dll. Agar terjadi abrasi tak terlalu parah




kepemukiman”.(hasil wawancara dari masyarakat LH, 23
September 2020).

Berdasarkan dari hasil, wawancara diatas dapat disumpulkan
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terhadap menjaga lingkungan agar pihak yang terlibat dapat
berkomitmen terhadap tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Shared Understanding (pemahaman bersama)

Berbagi pengertian adalah proses saling berbagi pemahaman dalam
berkolaborasi kerjasama mengenai apa vang dapat mereka capai sebagai
misi bersama dan tujuan bersama. Semua pihak yang terkait atau berada
dalam ruang lingkup system Collaborative Governance harus saling

memahami antara satu lembaga atau organisasi dengan lembaga yang
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lain, saling memenuhi hal yang dibutuhkan antara satu pihak dengan

pihak yang lainnya karena hasil yang ingin dicapai telah sepakati secara

sk, 8

itu semua pihak
harus mampu dan memahami keterbatasan yang dimiliki pemerintah it
sendiri, sehingga pemerintah yang terlibat itu dipahami agar mampu
berjalan dengan baik sehingga tujuan itu bisa dicapai dengan baik.
Sikap saling memahami sangatlah diperlukan agar mampu untuk

menutupi keterbtasan dan kekurangan.




Hal serupa juga dari wawancara dengan AS selaku Kasi

Pemerintah Desa Numana sebagai berikut:

“Iva, ltﬂ harus bah idalam kolaborasi ini kami dari pihak
M des P semua pihak-pihak stakeholder itu
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aln { 9 dan tepat sehmgga apa
bila a-:la ki:lul'la-.n masymkat, maka barsama—sanm menyelesaikan
maslah tersebut, misalnya apa bila ada oknum vang ingin merusak
ekosistem lingkungan terkusus bagian laut maupun darat, sepertl
menebang pohon mangrove atau menggali pasir yang akan
berdampak pada pencemaran laul, sehingga laut bisa keruh dan
akan berdampak pada rumput laut masyarakat hasil budidaya
masyarakat dan lain sebagainya”.(hasil wawancara penulis
dengan R, 21 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dengan R dapat

disimpulkan bahwa dalam berkolaborasi perlu adanya pemahaman



